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1. KETUA: SUHARTOYO [00:25]  

  
Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 111, 

156, dan 182 Tahun 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka 

untuk umum.  
 

  
 

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Ini 
supaya tidak lupa diperkenalkan kembali satu per satu untuk Pemohon 
111, silakan.  

  
2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-

XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:08]  

  
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, 

salam sejahtera untuk kita semua. Atas perkenan, Yang Mulia, kami 

melaporkan hari ini untuk Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 hadir 
Pemohon Prinsipal, Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, spesialis bedah, 
spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik, dan asistennya Pak Mustaib, 

dan saya sendiri Kuasa Hukumnya Muhammad Joni, S.H., M.H. Terima 
kasih, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 111.  
  

3. KETUA: SUHARTOYO [01:39]  

  
Baik, Nomor 156.  

  

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PUU-
XXII/2024: PETRUS BALA PATTYONA [01:45]  
  

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 156 yang hadir Kuasa Hukum, 
Petrus Bala Pattyona, Markus Manumpak Sagala, Srimiguna, Marta Sari 
Tarigan, Antonius Eko Nugroho, dan Prinsipal Risma Situmorang. Terima 

kasih.  
  

5. KETUA: SUHARTOYO [02:05]  

  
Baik, Nomor 182.  

  
 

 

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB 

KETUK PALU 3X 
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6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-

XXII/2024: MUHAMMAD JONI [02:09]  
  

Terima kasih, Yang Mulia. Izin melaporkan untuk Perkara Nomor 

182 hadir hari ini saya selaku Kuasa Hukum Muhammad Joni, S.H., M.H. 
dan hadir Prinsipal Pengurus Besar Rekatan Dokter Indonesia Dr. dr. 
Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes., selaku Ketua Umum. Kemudian hadir 

Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal. Dr. Fakhrurrozi 
M.H.Kes., Wakil Sekretaris Jenderal. Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, 
Sp.Ak, Wakil Ketua Dewan Pakar. Kemudian Dr. Mahmud Ghaznawie, 
Ph.D, anggota. Dan juga hadir sejumlah Pemohon yang hadir secara 

online, mulai dari Prof. Dr. Ali Baziad sampai kepada Drg. Ali Sundiharja. 
Terima kasih, Yang Mulia.  
  

7. KETUA: SUHARTOYO [02:57]  
  

Baik, dari DPR tidak hadir. Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan.  

  
8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [03:02]  

  

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita 
semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir Kanti Mulyani, PLT Direktur 

Litigasi dan Non-Litigasi. Syahmardan, Kasubid Kesra Sosbud Kumham 
beserta tim. Kemudian dari Kementerian Kesehatan hadir Bapak Kunta 
Wibawa Dasa Nugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Dr. 
Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum., dan Indah Febriyanti, S.H., M.H. Kepala 

Bira Hukum Kementerian Kesehatan beserta tim. Demikian, Yang Mulia.  
  

9. KETUA: SUHARTOYO [03:42]  

  
Baik, untuk Pihak Terkait 111 dari Brigjen TNI Purnawirawan Dr. 

Jajang Edi Priyatno, dan kawan-kawan.  

  
10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUKHLISH MUHAMMAD 

MAUDUDI [03:54]  

  
Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan yang hadir, 

Prinsipal Dr. Jajang, Dr. Dollar, dan Prof. Deby. Saya sendiri Mukhlish 

Muhammad Maududi, terima kasih, Yang Mulia. 
 

11. KETUA: SUHARTOYO [04:03] 
 

Dari Kolegium Akupuntur, Medik Indonesia? Tidak hadir.  
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Kemudian dari Pihak Terkait 182, dari Dr. Judilherry Justam, 

silakan.  
 
12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHMI PUTRA MARTIN [04:17] 

 
Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. 

Kuasa Hukum, Fahmi Putra Martin, S.H., M.H., Bersama Rekan Ai Latifah, 

S.H., M.H., Prinsipal yang hadir, Dr. Judilherry Justam dan Dr. Sugito.  
Terima kasih, Yang Mulia.  
 

13. KETUA: SUHARTOYO [04:33] 

 
Baik. Dari Dr. Jajang Edi Priyatno dan kawan-kawan di 182, sama?  
 

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUKHLISH MUHAMMAD 
MAUDUDI [04:42] 

 

Terima kasih, Yang Mulia. Sama, Yang Mulia.  
 

15. KETUA: SUHARTOYO [04:42] 

 
Baik, Para Pemohon. Kemudian Kuasa Presiden dan Pihak Terkait, 

semuanya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada Para Pihak. 

Pertama, Mahkamah memang untuk perkara-perkara ini sudah 
memandang selesai persidangan pada persidangan-persidangan … yang 
dinyatakan pada persidangan-persidangan yang lalu.  

Kemudian kami, Majelis Hakim, telah melakukan pembahasan 

perkara ini. Namun pada bagian-bagian tertentu memang Majelis Hakim 
masih memerlukan beberapa substansi pendalaman yang secara ex 
officio itu akan … apa … akan dipergunakan oleh Mahkamah … 

kewenangan itu oleh Mahkamah untuk mengundang pihak-pihak yang 
diperlukan untuk memperdalam atau mendalami lebih lanjut berkaitan 
dengan perkara-perkara ini. Oleh karena itu, supaya persidangan ini 

memiliki rasa … apa … memenuhi prinsip transparansi, maka 
pendalaman oleh Majelis Hakim itu perlu disaksikan juga oleh semua 
pihak yang terlibat dalam perkara ini. Sebenarnya Mahkamah juga bisa, 

Majelis Hakim ini melakukan FGD secara internal, tapi untuk … apa … 
pertimbangan transparansi, kemudian Para Pihak bisa menyaksikan apa 
hal-hal yang kemudian dilakukan pendalaman oleh Mahkamah, oleh 

Majelis Hakim, pilihan itulah kemudian dilakukan oleh Majelis Hakim. Dan 
praktik seperti ini juga sudah dilakukan dalam perkara yang lain juga, 
tidak hanya perkara ini.  

Oleh karena itu, kami akan mengundang kembali pada 

persidangan-persidangan berikutnya, mungkin sekali atau dua kali, 
bahkan lebih tergantung kebutuhan, perkara ini akan dibuka kembali 
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untuk pendalaman dimaksud. Dan kami, pihak-pihaknya juga sudah 

menentukan, tapi mungkin secara pastinya belum bisa diumumkan hari 
ini, akan kami undang, Majelis Hakim akan mengundang untuk hadir di 
persidangan pada tahap persidangan yang akan datang.  

Mungkin ada tambahan dari Majelis Hakim? Cukup? Baik, ini 
karena pihaknya juga … apa … juga ada beberapa dan mungkin bisa 
dikatakan agak banyak, maka untuk … apa … slot waktunya kami belum 

juga bisa menentukan. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami 
akan segera membuka sidang kembali, sehingga nanti akan kami undang 
semua pihak untuk hadir di persidangan yang jadwalnya menyusul.  

Baik, ada pertanyaan sebelum kami tutup? Cukup, ya Pak Joni, 

tidak … ini tidak dalam konteks untuk para pihak masih bisa mengajukan 
bukti dan saksi lagi atau keterangan-keterangan lagi, ya. Ini secara ex 
officio kebutuhan Majelis Hakim atau kebutuhan Mahkamah. 

 
16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-

XXII/2024: MUHAMMAD JONI [08:00] 

 
Izin, Yang Mulia, untuk klarifikasi saja.  
 

17. KETUA: SUHARTOYO [08:04] 
 
Ya. 

 
18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-

XXII/2024: MUHAMMAD JONI [08:04] 
 

Agar kami pulang dengan tenang, untuk memastikan apakah kami 
nanti ketika persidangan hadir, apakah ada pembahasan atau kami cuma 
menghadiri saja?  

 
19. KETUA: SUHARTOYO [08:13] 

 

Menghadiri, Pak.  
 

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-

XXII/2024: MUHAMMAD JONI [08:15] 
 
Tidak ada pendalaman?  

 
21. KETUA: SUHARTOYO [08:15] 

 
Atau nanti kalau memang ada pertimbangan tertentu bahwa kami 

minta cross kepada para pihak, kami akan gunakan kewenangan itu. 
Tapi untuk sementara, karena ini pihak yang dihadirkan oleh Mahkamah 
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sehingga dalam praktik selama ini yang dilakukan oleh Mahkamah, para 

pihak tidak ada kesempatan untuk menggali pihak-pihak yang dihadirkan 
oleh Mahkamah. Kecuali memang kami akan melakukan cross dan pihak-
pihak nanti bisa menjelaskan. Karena itu sangat tergantung pada 

kebutuhan Majelis Hakim.  
22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-

XXII/2024: MUHAMMAD JONI [08:48] 

 
Izin, Yang Mulia, untuk pembelajaran juga bagi kami, apakah 

posisinya ini sebagai ad informandum atau keterangan saksi yang 
inisiatif dari Mahkamah? Atau ahli?  

 
23. KETUA: SUHARTOYO [08:59] 

 

Ahli-ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah.  
 

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-

XXII/2024: MUHAMMAD JONI [09:01] 
 
Oh, terima kasih, Yang Mulia.  

 
25. KETUA: SUHARTOYO [09:02] 

 

Kalau itu memang ahli, tapi kalau itu pihak atau lembaga bisa 
juga kami memanggil lembaga, Pak. Seperti misalnya kami akan 
memanggil Menko misalnya, misalnya ini contoh. Itu bukan karena 
keahlianya, tapi karena tupoksinya sehingga tidak dalam posisi dia untuk 

hadir sebagai ahli. Paham, ya, Pak?  
 

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-

XXII/2024: MUHAMMAD JONI [09:24] 
 
Ya, terakhir, Yang Mulia. Bisakah kami mendapatkan kerangka 

time frame, lini masa atau jangka waktu seberapa lama kita akan (...)  
 

27. KETUA: SUHARTOYO [09:33] 

 
Nanti kami jelaskan persidangan, kami sampaikan 

perkembangannya, Pak.  

 
28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-

XXII/2024: MUHAMMAD JONI [09:40] 
 

Terima kasih. 
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29. KETUA: SUHARTOYO [09:40] 

 
Bisa sekali, dua kali, atau lebih dari itu. Bapak-Bapak tahu semua 

atau ibu-ibu tahu juga bahwa substansi ini kan tidak sederhana yang 

Bapak-Bapak ajukan itu. Sehingga kami perlu hati-hati dan mencermati 
semua hal-hal yang berkaitan dengan substansi itu. Cukup, ya.  

Dari Pemerintahan atau dari Presiden, silakan.  

 
30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PUU-

XXII/2024: PETRUS BALA PATTYONA [10:03] 
 

Ingin (…) 
 

31. KETUA: SUHARTOYO [10:05] 

 
Cukup.  
 

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PUU-
XXII/2024: PETRUS BALA PATTYONA [10:05] 

 

Ingin bertanya saja, Yang Mulia, apakah Pemohon masih diberi 
kesempatan mengajukan bukti atau ahli? Atau hanya ini pendalaman 
dari Majelis saja?  

 
33. KETUA: SUHARTOYO [10:14] 

 
Tidak, Pak. 

 
34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PUU-

XXII/2024: PETRUS BALA PATTYONA [10:14] 

 
Oh, ya. 
 

35. KETUA: SUHARTOYO [10:16] 
 
Karena kebutuhan Mahkamah kalau memang nanti Mahkamah 

membutuhkan baru kami akan sampaikan.  
 

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PUU-

XXII/2024: PETRUS BALA PATTYONA [10:21] 
 
Baik, Pak. Terima kasih.  
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37. KETUA: SUHARTOYO [10:22] 

 
Kuasa Presiden cukup, Pak?  
 

38. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [10:27] 
 
Cukup, Yang Mulia.  

 
39. KETUA: SUHARTOYO [10:27] 

 
Pak Sekjen, cukup?  

 
40. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [10:28] 

 

Cukup, Yang Mulia.  
 

41. KETUA: SUHARTOYO [10:29] 

 
Baik. Dari Majelis Hakim juga cukup. Terima kasih atas 

kehadirannya dan … Pihak Terkait ada yang disampaikan? Cukup, ya.  

Baik, terima kasih atas kehadirannya dan pengertiannya. Sidang 
selesai dan ditutup. 

 

 

  

 
 
Jakarta, 8 Agustus 2025 

  Plt. Panitera, 

Wiryanto   

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.43 WIB 
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